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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah 

Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib 

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama diterima. 

2. Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua diterima. 

3. Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis 

ketiga diterima. 

4. Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib 

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke empat ditolak. 

5. Diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib 

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke lima diterima. 

6. Spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke enam ditolak. 

7. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke tujuh diterima. 

8. Intergovernmental revenue  berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib 

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke delapan diterima. 

5.2 KETERBATASAN DAN SARAN 

1. KETERBATASAN  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam 

penelitianpenelitian selanjutnya. Pertama, menggunakan periode penelitian yang 

pendek, hanya tahun 2016 dan 2017.  

2. SARAN  

Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian. 
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